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Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidakdilambangkan Tidak dilambangkan
ب ba b Be
ت ta t Te
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas)
ج jim j Je
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah)
خ kha kh Ka dan ha
د dal d De
ذ zal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r Er
ز zai z Zet
س sin s Es
ش syin sy Es dan ye
ص sad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض dad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ za ẓ zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ‘ Apostrop terbalik
xi
غ gain g Ge
ف fa f Ef
ق qaf q Qi
ك kaf k Ka
ل lam l El
م mim m Em
ن nun n En
و wau w We
ه ha h Ha
ء hamzah , Apostop
ي ya y Ye
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
(ء).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
ﹷ Fathah a A
ﹻ Kasrah i I
ﹹ Dammah u U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
يﹷ Fathah dan ya ai a dan i
وﹷ Fathah dan wau au a dan u
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,






يﹷ Fathah dan alif
atau ya ā
a dan garis di
atas




ū u dan garis di
atas
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya
adalah [t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta marbutah itu transliterasinya dengan [h].
xiii
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Jika hurufي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah(ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an
(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh.
9. Lafz al-Jalalah(ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun





JUDUL SKRIPSI :PENYELESAIAN PERKARA IṠBᾹT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di
Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam
masyarakat masih dijumpai permasalahan khususnya di Kabupaten Bone, yang
tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ada
alasan tertentu sehingga tidak ada akta nikahnya. Untuk mengatasi hal tersebut,
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A menerima permohonan Iṡbᾱt Nikah
bagi masyarakat yang tidak tercatatkan pernikahannya tersebut sebagaimana yang
termuat dalam Pasal 7 ayat 2 KHI. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis akan
menelusuri: 1). Bagaimana Faktor yang menjadi Alasan Pemohon Mengajukan
Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A; 2). Bagaimana Dasar
Hukum serta Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A; 3). Bagaimana Cara Penyelesaian
Perkara Iṡbᾱt di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
Jenis Penelitian ini adalah field research kualitatif, yaitu peneliti terjun
langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan syar’i dan pendekatan yuridis, yaitu melihat atau
memandang sesuatu dari aspek atau segi hukumnya baik hukum Islam dan hukum
berdasarkan undang-undang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah Interview dan Dokumentasi. Interview ini dilakukan untuk
mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara
dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Watampone. Kemudian Dokumentasi
merupakan pengumpulan data dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan
dengan Iṡbᾱt Nikah, seperti buku register perkara Iṡbᾱt Nikah/putusan pengadilan,
laporan tahunan, dan sebagainya.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Perkara Iṡbᾱt Nikah yang
ditetapkan/dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan
rukun. Kemudian Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt di Pengadilan Agama Watampone
Kelas I A, secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan Teknis
Administrasi Pedoman Pelaksanaan Tugas sebagaimana dalam Buku II dan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Hukum Acara
Perdata Serta Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam R.Bg.
Adapun implikasi penelitian ini: Untuk memberikan pengetahuan bagi
masyarakat yang belum tercatatkan pernikahannya agar segera mengajukan
permohonann Iṡbᾱt Nikah pada Pengadilan Agama. Sehingga dapat perlindungan
hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan dan
perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia diciptakan dalam bentuk jenis laki-laki dan perempuan serta
mempunyai fitrah untuk hidup yang bahagia berpasang-pasangan1.Mengenai
hubungan manusia, sudah menjadi kodrat sejak dilahirkan untuk hidup bersama
dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan
jasmani dan rohani dalam pergaulan yang dinamakan dengan pernikahan.
Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat manusiawi, karena pernikahan
sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia sejalan denga sunnatullah dan sunnah
Nabi SAW. Pengertian fitrah disini adalah karena sesungguhnya dalam
menciptakan manusia Allah telah membekali setiap diri manusia dengan hawa
nafsu yang akan cenderung menyukai serta mencintai lawan
jenisnya.2Sebagaimana Firman Allah SWT: (QS. surat An-Nisa’, /4:1)
                
                  
         
Terjemahnya:
1Istiqamah, Hukum Perdata di Indonesia,(Cet.I; Makassar: Alauddin University Press), h.
70.
2Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai,(Cet.III; Yokyakarta: Absolut, 2004), hal. 4.
2Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
mencipatakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu.(QS. surat An-Nisa’, /4:1)3
Perkawinan di indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila
dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan
hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Dengan adanya Undang-undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan
akibat hukum.Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat
mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.
Kemudian pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan
perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan dengan
menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Pada ayat 2 Undang-undang No.
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa menentukan tiap-tiap
perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan perundang-undangan di indonesia mengatur betapa pentingnya
pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk
mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan Undang –
3Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid & Terjemah (Al-Qur’an Tafsir Bil Hadis),
(Bandung: Cordoba International-Indonesia, 2016), h.24
3undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka secara logis tidak ada jalan
keluar bagi yang melaggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya
dikemudian hari. Namun di sisi lain perundangan-undangan memberikan
kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan
mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan
perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan
Agama. Sesuai dengan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam
pasal 7 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat
dibuktikan  dengan Akta Nikah, dapat diajukaniṡbᾱt nikahnya ke Pengadilan
Agama.
Iṡbᾱt nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah
dilakukan suami-isteri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara.
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan
perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih
khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumahtangga melalui pencatatan
perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri
mendapat salinanya, sehinngga apabila terjadi perselisihan atau percekcokan
diantara mereka akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk
mewujudkan keluarga sakinah.
Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan
iṡbᾱt nikah di Pengadilan Agama. Iṡbᾱt tersebut dilakukan oleh para pelaku
dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Pengajuan itsbat nikah di
4Pengadilan Agama  selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk
tersebut tidak begitu banyak. Hal ini dikarenakan mungkin saja para pelaku masih
tidak mengetahui akan adanya iṡbᾱt nikah bagi perkawinan yang dilakukan secara
sirri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat nikah bisa diajukan ke
Pengadilan Agama berkenaan dengan:
1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan No.1
Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.
Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan
diatas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonaniṡbᾱt nikah
ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu
alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan
menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan.
Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu
tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.Sebagaimana hal itu dinyatakan
dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan yang
dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan
5hukum.4 Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan
kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan
akta kelahiran. Banyak orang yang melakukan nikah sirri, nikah dibawah tangan,
nikah secara agama, atau apapun namanya, yang penting nikahnya itu tidak
dilakukan dibawah pengawasan KUA, dengan berbagai macam alasan, maka
selama ini pernikahannya itu tidak ada kejelasan statusnya dan tidak mendapat
perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya. Dampak yang
timbul dari tidak adanya perlindungan hukum publik yaitu :
1. Isteri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir maupun
bathin.
2. Akan adanya kasus poligami yang mungkin terjadi.
3. Berpotensi terjadinya suatu pengingkaran atas pernikahan tersebut.
4. Terbatasinya hubungan keperdataan maupun tanggungjawab sebagai
seorang suami ataupun ayah.
5. Anak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran.
Sulitnya penuntutan hak yang seharusnya didapat sebagai akibat
perceraian
6. Dalam hal pewarisan, isteri maupun anak dari nikah siri akan sulit untuk
menuntut haknya,karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya
hubungan hukum antara isteri dan anak tersebut dengan ayahnya.
7. Hal positif terhidarnya dari sex bebas yang dapat menekan berkembangnya
HIV dan Aids.
4Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Cemerlang, 2008),
h. 4
6Sepintas rumusan KHI tersebut dapat melegakan hati bagi yang melakukan
perkawinan di bawah tangan atau poligami, karena walaupun perkawinan tidak
dapat dibuktikan dengan akta nikah tapi dapat diajukan iṡbᾱtnya ke PA guna
mendapatkan penetapan dari PA.Rumusan pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI perlu
dibatasi.Pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan
dalam menerapkannya. Karena jika semua yang mengajukan permohonan itsbat
nikah ke PA ditetapkan, maka akan memungkinkan banyak praktek nikah di
bawah tangan atau nikah sirri kemudian baru di iṡbᾱtkan ke PA untuk
mendapatkan penetapan.5
Berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan
merupakan penyelenggara peradilan.Pengadilan adalah badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan
keadilan.Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan
negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan
perkara.Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksana kekuasaan Negara
sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Badan kekuasaan
kehakiman diatur dalam Bab IX, terdiri dari dua pasal yaitu pasal 24 dan 25.
Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman,
Pengadilan Negara dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas,
menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah.
5Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan& Kompilasi Hukum Islam, pasal 7
7Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk kepada
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang
mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan
Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan
kekuasaan Pengadilan Agama.
Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan
menyelesaikan kasus perkara di bidang keperdataan, baik secara voluntairmaupun
kontentius.Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan di
dalamnya tidak mengandung sengketa, sehingga tidak ada lawan.Sedangkan
perkara kontentius adalah perkara gugatan/permohonan yang didalamnya
mengandung sengketa antara pihak-pihak.6
Hakim merupakan pemegang keputusan yang sangat penting dalam
menolak atau mengabulkan permohonan/guagatan perkara.Dasar hukum yang
digunakan oleh hakim disini menjadi pembahasan yang sangat penting
dikaji.Dengan mengetahui dasar hukumnya dapat diketahui layak-tidaknya suatu
perkara diputus.
Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sepanjang tahun 2015
terdapat 945 perkara Iṡbᾱt Nikah yang diterima. Perkara Iṡbᾱt Nikah pada
Pegadilan Agama Watampone merupakan jumlah yang tinggi setelah perkara
Perceraian yang sebanyak 1344.Isbat Nikah menarik untuk diteliti karena
6Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama,(Cet. IX; Yokyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), h. 41
8merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat
atau tidak dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama
(KUA). Selama ini pernikahan yang tidak tercatatkan belum mempunyai
kepastian hukum dikarenakan belum adanya bukti otentik yang
mendukungnya.Dengan adanya Iṡbᾱt Nikah ini diharapakan permasalahan suami-
isteri serta pihak-pihak yang berkaitan dengannya dapat mendapat haknya
sebagaimana mestinya.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh
itsbat nikah tersebut yang dalam hal ini secara komprehensip penulis
menuangkannya kedalam bentuk karya Skripsi yang berjudul: “Penyelesaian
Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A di
Kabupaten Bone. Yang dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini berfokus pada
Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone.
2. Deskripsi Fokus
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni:
“Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone”
1. Penyelesaian
Penyelesaian yang dimaksud penulis dalam penelitian yakni
merupakan suatu pemecahan masalah atau penyelesaian sengketa melalui
9suatu pengadilan yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan
memberlakukan kaidah-kaidah hukum.
2. Perkara
Merupakan hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan
pihak yang lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan
oleh pihak yang berperkara umumnya di selesaikan di pengadilan untuk
mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Perkara perdata yang diajukan ke
pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata
yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam
hal-hal tertentu  yang sifatnya hanya merupakan permohonan penetapan ke
pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dipunyai
oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataanya mendapatkan
keabsahan. Perkara yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini yaitu
perkara Iṡbᾱt Nikah yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama
Watampone Kelas 1 A.
3. Iṡbᾱt Nikah
Iṡbᾱt Nikah merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang
sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan didepan Pegawai Pencatat
Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak
tercatatkan belum mempunyai kepastian hukum dikarenakan belum
adanya bukti otentik yang mendukungnya.Dengan adanya Iṡbᾱt Nikah ini
diharapakan permasalahan suami-isteri serta pihak-pihak yang berkaitan
dengannya dapat mendapat haknya sebagaimana mestinya.
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C. Rumusan Masalah
Berdasrkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan
pokok permasalahan yakni: Bagaimana Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di
Pengadilan Agama Watampone?. Dari rumusan pokok maslah tersebut, maka
penulis akan mengangkat sub masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Faktor yang Menjadi Alasan Permohonan Iṡbᾱt Nikah di
Pengadilan Agama Watampone?
2. Bagaimana Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian
Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Watampone?
3. Bagaimana Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama
Watampone?
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis melakukan penelusuran
terhadap literatur-literatur yang dibutuhkan sebagai referensi atau rujukan yang
mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, adapun yang
diperoleh dari beberapa hasil penelusuran buku-buku yang terkait, diantaranya :
Muhammad Saleh Ridwan dalam bukunya Perkawinan dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Nasional, tahun 2014, pada buku ini membahas tentang
pandangan perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Dan
juga mengupas masalah perkawinan yang benar dan sah baik dari sisi agama
maupun hukum nasional.Sedangkan dalam skripsi peneliti membahas tentang
Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
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Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. dalam bukunya Hukum Perdata Islam Di
Indonesia Edisi Revisi, tahun 2013, pada buku ini membahas tentang Hukum
Perdata Islam, yang juga membahas masalah perkawinan. Sedangkan dalam
skripsi peneliti membahas tentang Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di
Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Tahun 2015).
Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A. dalam bukunya Fiqh Munakahat,
tahun 2010, pada buku ini membahas tentang fiqh munakhat secara luas dan
mendalam. Mencakup semua paling dasar, mulai dari pengertian perkawinan,
prinsip-prinsipnya, peminangan, akad, larangan perkawinan, talak, poligami, dan
lain-lain.Sedangkan dalam skripsi peneliti membahas tentang Penyelesaian
Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
Drs. Hadi Daeng Mapuna, M. Ag, dalam bukunya Hukum Acara Peradilan
Agama, tahun 2013, pada buku ini membahas tentang kedudukan, kewenangan
dan macam-macam perkara di Pengadilan Agama, yang mengupas kewenangan
Pengadilan Agama dalam menangani kasus perkawinan termasuk itsbat
nikah.Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang Penyelesaian
Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, yang sangat
relevan untuk dijadikan sebuah referensi dalam penulisan ini.
Pada buku Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
& Kompilasi Hukum Islam tahun 2014.
Setelah membaca buku yang telah disebutkan belum ada yang membahas
tentang “Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Watampone
Kelas 1A.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
a. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan Permohonan Isbat Nikah di
Pengadilan Agama Watampone Kabupaten Bone.
b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt
Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kabupaten Bone.
c. Untuk mengetahui Cara Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan
Agama Watampone
2. Kegunaan penelitian
Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Kegunaan Ilmiah
Penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan pencerahan
serta sumbangsih pemikiran bagi  masyarakat luas yang berada di setiap
daerah dan terkhusus kepada daerah tempat meneliti dan sebagai masukan
bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan
Perkawinan Nasional, terkhusus terkait masalah pentingnya pencatatan
perkawinan.
b. Kegunaan Praktis
Sebagai bahan informasi baru yang bermanfaat kepada masyarakat luas
terkait dengan masalah perkawinan, terkhusus bagi masyarkat yang belum
mencatatkan perkawinannya untuk melakukan Iṡbᾱt Nikah, memberikan
pengetahuan bagi masyarakat sebagai langkah untuk memberikan kepastian
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hukum kepada suami isteri dan juga kepada anaknya ataupun yang berkaitan
dengannya. Serta sebagai bahan masukan bagi praktisi dan pegawai dalam
lingkup Pengadilan Agama maupun di luar lingkup Pengadilan Agama, serta




A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan
berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun pada
tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai
jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
Kata nikah berasal dari bahasa Arab  ﺢﻜﻧ– ﺢﻜﻨﯾ–ﺎﺣﺎﻜﻧ yang secara etimologi
berarti menikah (جوﺰﺘﻟا). Dalam bahasa Arab lafazh nikah bermakna berakad (ﺪﻘﻌﻟا),
bersetubuh (ءطﻮﻟا), dan bersenag-senang (عﺎﺘﻤﺘﺳﻹا). Di samping itu, kata
perkawinan sering juga menggunakan istilah جّوز , dari awal kata جوﺰﻟا yang berarti
pasangan dalam makna nikah. Dikatakan demikian, karena dengan pernikahan
menjadikan seseorang memiliki perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia,
“Perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk
keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.
Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk hewan, tumbuhan dan manusia.
Berbeda dengan nikah, hanya digunakan untuk manusia karena mengandung
keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama agama, akan tetapi
penggunaan keduanya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan bahasa
Indonesia (pernikahan atau perkawinan).1
1 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Nasional (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 7-8.
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Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya:2
Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung hukum
kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang
semakna dengannya.
Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau
kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah
Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah
atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.3
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki
dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (al-
syabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat
mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh
karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan
untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa,
diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu
perzinaan.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
2 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), hal. 8.
3 H. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi (Cet. I; Jakarta:
Rajawali Pers,2013), h. 53.
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seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan keakl berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa4.
Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, dijumpai paling tidak ada
tiga unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur sosial, unsur hukum, dan
unsur agama. Unsur sosial dalam perkawinan adalah bermanfaat untuk
memperjelas status sosial, menjaga dan memelihara kaum perempuan yang
umumnya bersifat lemah. Unsur hukum dalam perkawina bermanfaat untuk
memelihara keturunan dan mempertinggi kedudukan sosial. Mengenai unsur
agama dalam perkawinan bermanfaat untuk membentuk dan menghindari manusia
dari pergaulan bebas sehingga terhindar dari perbuatan asusila dan kutukan
perbuatan dosa. Tanpa unsur agama, maka unsur sosial dan hukum tidak berguna,
karena agama dapat menjaga ketentraman lahir dan batin. Perkawinan juga
menjaga seseorang dari unsur fitnah serta memperjelas keturunan berdasarkan
hukum Islam (syar’i) da perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.5
Terkait dengan perkawinan di Indonesia, Pengadilan Agama mempunyai
kewenangan untuk mengatur hal tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU
Nomor 7 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006.6
2. Hukum Perkawinan
4Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pasal 1
5Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekontruksi Materi Perkara Tertentu)
(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 131
6 Hadi Daeng Mapuna, Hukum Acara Peradilan Agama (Makassar: Alauddin University
Press, 2013), h. 45.
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Karena perkawinan adalah sunnatullah atau hukum alam di dunia, maka
perkawinan dilakukan bukan hanya manusia, tetapi juga hewan, bahkan tumbuh-
tumbuhan. Karena manusia adalah mahkluk yang dimuliakan dan diutamakan
oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, maka Allah telah
menetapkan adnya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan
yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak bboleh berbuat semaunya, seperti yang
dilakukan oleh binatang, yakni kawin dengan lawan jenis semaunya saja, atau
seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantaraan angin.7
Hukum Nikah (perkawianan) yaitu hukum yang mengatur hubungan
antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran biologis antar
jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan
tersebut.
Segolongan fuuqaha’, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa
nikah hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu
wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib
untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk
segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan
kekhawatiran (kesusahan) dirinya.
Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang,
sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini
didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang disebut
qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran.
7 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih III (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.
7.
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Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki
tampak jelas dipegangi.
Ulama syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di
samping ada yang sunnat, wajib, haram, dan yang makruh. Di Indonesia,
umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan
ialah mubah. Hal ini banyak di pengaruhi pendapat ulama Syafi’iyah. Terlepas
dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-quran maupun
As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk
melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi
orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanaknnya, maka melakukan
perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh maupun
mubah.8
Para ulama ketika membahas hukum pernikahan , menentukan bahwa
ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi sunnah, terkadang bisa menjadi wajib
atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi
tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk
dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan
permasalahannya. Apa dan bagaiman hal itu bisa terjadi, mari kita bedah satu
persatu sebagai berikut:9
1. Pernikahan yang Wajib Hukumnya.
8 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat., h. 17-18
9 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Nasional., h.20-23.
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Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara
finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dsalam perzinaan. Hal itu
disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan
keluarnya hanya dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang
yang hampir jatuh kedalam jurang zina wajib hukumnya. Imam Al-Qurtubi
berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang
untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko
zina pada dirinya. Dan bila tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan
membuatnya cukup dalam masalah rezekinya.
2. Pernikahan yang Sunnah Hukumnya
Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang
sudah mampu namun masih tidak merasa takut kepada zina. Barangkali karena
memang usianya yang masih mudah ataupun lingkungannya yang cukup baik
dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan
untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu
yang menghalanginya untuk bisa jatuh kedalam zina yang diharamkan Allah
SWT. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih
dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah
melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah
kuantitas umat Islam. Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“Menikahlah, karena aku berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Dan
janganlah kalian menjadi seperti para rahib nasrani.(HR. Al-Baihaqi 7/78)
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Bahkan Ibnu Abbas r.a. pernah berkomentar tentang orang yang tidak mau
menikah sebab orang yang tidak sempurna ibadahnya.
3. Pernikahan yang Haram Hukumnya
Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram
untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu
melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang
sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya.
Selain itu juga bila ada dalam drinya cacat pisik lainnya yang secara umum
tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan
dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya
itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. Seperti orang yang
terkena penyakit menular yang bila dia menikah dengan seseorang akan
beresiko menulari pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram
baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap
menerima resikonya. Selain dua diatas, masih ada lagi ada sebab-sebab
tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita musliamh yang
menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Juga menikahi
wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi
(mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah.
Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang
tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa
saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah
untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.
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4. Pernikahan yang Makruh Hukumnya
Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna
kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bial menikah.
Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi
kehidupan mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski
dengan karahiyah. Sebab idealnya buakn wanita yang menanggung beban dan
nafkah suami, melainkan untuk menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka
pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita.
Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan
istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.
5. Pernikahan yang Mubah Hukumnya
Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong
keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk
menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak
dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran
untuk mengakhirinya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum
nikah adalah mubah.
Dari uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut
Islam pada dasranya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung
dengan keadaan maslahat atau mafsadanya.10
10 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum
Nasional., h. 23.
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Kemudian dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun
1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2)
yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”.11 Sedangkan dasar hukum
perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang
berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.12
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan
a. Rukun Perkawinan
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:13
1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya
dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pasal 2
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, h. 380.
13 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat I (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka
Setia, 1999), h. 64-68.
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Kemudian menurut Kompilasi hukum Islam menjelaskan rukun nikah




4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul
b. Syarat-syarat Sah Perkawinan
Syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tidak dapat
dipisahkan, bahkan syarat-syarat perkawinan mengikut pada rukun-rukunya
sebagai berikut:




d. Dapat memberikan persetujuan
e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
a. Beragama, meskipun Yahudi dan Nasrani
b. Perempuan
c. Jelas orangnya
14 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, h. 131
15 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Nasional ., h. 14.
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d. Dapat dimintai persetujuannya
e. Tidak terdapat halangan perkawinannya
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
a. Laki-laki
b. Dewasa
c. Mempunyai hak perwalian
d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
a. Minimal dua orang laki-laki
b. Hadir dalam ijab qabul
c. Dapat mengerti maksud akad
d. Islam
e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
b. Adanya pernyataan  penerimaan dari calon mempelai pria
c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau
tazwij.
d. Antara ijab dan qabul bersambungan
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
f. Orang yang terkait dengan ijab qobul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
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g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimun 4 orang, yaitu calon
mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau
wakilnya, dan dua orang saksi.
Apabila rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas tidak terpenuhi
maka perkawinana yang dilakukan tersebut tidak sah karena rukun dan syarat-
syarat tersebut hukumnya wajib.
Kemudian Syarat sah perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (1) “Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu”. (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku” serta tertuang dalam Pasal 6 sampai Pasal 12.
Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 4
yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam
sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan”, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban
perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, Pasal 7 ayat
(1) yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan ke
Pengadilan Agama.
4. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah
a. Pencatatan Perkawinan
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Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah
perkawinan yang dilakukanoleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang
berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah calon mempelai
melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil
(KCS) bagi yang beragama selain Islam.16
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban
perkawinan dalam masyarakat. Ini merpakan suatu upaya yang diatur melalui
perundang-undangn, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan
lebih khusus lagi bagi perempuan dalam keehidupan rumah tangga. Melalui
pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing
suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi percekcokan atau perselisihan
diantra mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat
melakukan upaya guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-
masing.17
Hukum keluarga baru yang berlaku di negara-negara muslim tersebut,
semua mewajibkan pencatatan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku
di negara masing-masing. Pencatatan ini, kendati pun buka merupakan rukun
nikah, tetapi dianggap sangat penting untuk pembuktian pernikahan yang sah
dilakukan seseorang, selain perkawinan itu sendiri harus dicatat, surat-surat
(keterangan formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak) harus
16 Saifuddin Afief, Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga, (Jakarta:
Darunnajah Publishing, 2011), h. 137.
17 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Cet. VII; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2003), h. 107
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disimpan, didokumentaikan untuk kepentingan pembuktian kalau timbul keraguan
atau masalah kemudian hari.18
Pemeintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena
perkawinan selain merupakan akad-suci, ia juga mengandung hubungan
keperdataan. Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 2:
Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan
warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut:
a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragam Islam berlaku hukum
agama yang telah diresipiir dalam hukum Adat
b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum Adat
c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku
Huwelijksordonantie Christen Indonesia (Stbl.1933 Nomor 74)
d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan cina
berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dengan sedikit perubahan
e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Indonesia keturunan
Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka
f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia Keturunan Eropa dan
yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
18 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan) (Cet. II;
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 98.
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Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi
ummat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umummnya. UU ini
merupakan kodifikasi dan unikasi hukum Perkawinan, yang bersfat nasional yang
menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipiir
oleh Hukum Adat. Karena itu wajar, apabila ada yang berpendapat, kelahiran UU
Perkawinan ini, merupakan ajal teori ibis receptie yang dimotori Snouck
Hurgronje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2 meski telah
disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya
kendala yang berkepanjangan. Karena itu upaya ini perlu terus-menerus dilakukan
dan berkesinambungan.
Hal ini, boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang
memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris.
Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup, apabila syarat dan
rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta
nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengang
meng”hidup”kan praktek kawin sirri tanpa melibatrkan petugas Pegawai Pencatat
Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang diserahi tugas ini. Belum lagi, apabila da
oknum yang memanfaatkan peluang ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa
mempertimbangkan sisi dan nilai Keadilan yang merupakan misi utama
perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama, atau tanpa izin
Pengadilan Agama. Kenyataan semacam ini, menjadi hambatan besar suksesnya
pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut. 19
19 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 109
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Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatn terdapat pada:20
1. UU No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2);
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pasal
2 s/d Pasal 9.
a. Akta Nikah
Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan pihak wanita untuk
melangsungkan perkawinan, yang kemudian kesepakatan itu, diumumkan oleh
pihak Pegawai Pencata Nikah dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang
terkait dengan rencana yang dimaksud, perkawinan dapat dilangsungakan.
Ketentuan dan tatacaranya diatur dalam pasal 10 Peaturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 sebagai berikut:21
1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman
kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat yang dimaksud pasal 8 PP
ini.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut masing –masing agamanya dan
kepercayaan itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-
masing agamadan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan di
hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
20 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group,
2016), h. 53-54.
21 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 10.
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Kalau perkawinan akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, Pegawai
Pencatat menyiapkan Akta Nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal
yang diperlukannya, seperti yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975. Akta nikah memuat 10 langkah yang harus terpenuhi, yaitu
sebagai berikut:22
1. Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat
kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin,
disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
2. Nama, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua.
3. Izin kawin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4)
dan (5) Undang-Undang Perkawinan.
4. Dispensasi sebagaiman yanng dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan
5. Izin Pengadilan sebgaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-
Undang Perkawinan.
6. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan
7. Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab bagi Angkatan
Bersenjata
8. Perjanjian perkawinan bila ada
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para
saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam
22 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 12.
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10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa
perkawinan apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.
Selain hal itu, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian yang biasa
disebut taklik talak atau penggantungan talak, yaitu teks yang dibaca oleh suami
sesudah akad nikah sebagai janji setia terhadap istrinya. Sesudah pembacaan
tersebut kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah
disiapkan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu
diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang
menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga turut
serta bertanda tangan. Dengan penandatganganan Akta Nikah dan salinannya
maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 PP
Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat 2
Kompilasi Hukum Islam.
Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan
sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri
melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh , seorang suami
tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataanya ia
mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka
pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke
Pengandilan. Selain itu, Akta Nikah juag berfungsi untuk membuktikan
keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum
ke Pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1)
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Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa Akta Nikah karena
adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada
mereka untuk mengajukan permohonan isbat Nikah (penetapan nikah) kepada
Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum
dalam ikatan perkawinannya.23
5. Asas-asas Perkawinan
Dalam ikatan Perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci)
antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata,
berlaku beberapa asas diantaranya sebagai berikut:24
a. Asas kesukarelaan
Merupakan asas terpenting Perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak
hanya terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga diantara kedua orang tua
kedua belah pihak. Kesukarelaan kedua orang tua yang menjadi wali seorang
wanita , merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits nabi,
asas ini dinyatakan dengan tegas.
b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak
Merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi, ini berarti bahwa tidak
ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk
dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh
23 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika,
2012), h. 27-29.
24 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 139-
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wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan
dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa
perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat
dibatalkan oleh Pengadilan.
c. Asas Kebebasan Memilih Pasangan
Kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam Sunnah Nabi.
Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama
Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh
ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan
itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan
perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta gar
perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasngan dan kawin dengan orang
yang disukainya.
d. Asas Kemitraan Suami-Istri
Asas kemitraan suami-istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena
perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Firman Allah SWT: ( Qs.
An- Nisa’; /4:34).25
                 
                
                 
25 Departemen Agama Republik Indonesia, Az-zukhruf Al-quran Transliterasi, (Supomo:
PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 40.
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           
   
Terjemahnya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah
telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan
nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat
tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,
Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal
sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluaga, istri menjadi
kepala dan penangggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.
e. Asas Untuk Selama-lamanya
Asas ini menunjukkan bahwa perkawina dilaksanakan untuk
melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selam hidup.
Seabgaimana dalam Firman Allah SWT; (QS. Al-Rum, /30:21)26
                
              
Terjemahnya:
dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
26 Departemen Agama Republik Indonesia, Az-zukhruf Al-quran Transliterasi, (Supomo:
PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 406.
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tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir.
Karena asas ini pula maka perkawinan mut’ah yakni perkawinan
sementara untuk bersenag-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang
terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah
Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad.
f. Asas Monogami Terbuka
Asas monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Quran Surat Al- Nisa’ (4)
ayat 3 jo ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim
dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat
mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat
129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku
adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian, oleh karena itu
tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa
seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa
beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh
seorang laki=laki Muslim kalu terjadi bahaya, antar lain, untuk menyelamatkan
dirinya dari berbuat dosa, kalau, istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi
kewajibannya sebagi istri.
6. Hikmah Perkawinan
Di dalam perkawinan tentu saja mempunyai manfaat atau hikmah yang
diperoleh,yaitu:27
27 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika,
2012), h. 7.
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a. Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat selain lewat
perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat
merugikan;
b. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman;
c. Memelihara kesucian diri;
d. Melaksanakan tuntutan syariat;
e. Membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara;
f. Sebagai media pendidikan: Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan
yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa
orang tua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam
kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang
direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai sebagai
petunjuk dan pedoman pada anak-anak.
g. Mewujudkan kerja sama dan tanggung jawab dalam keluarga;
h. Dapat mengeratkan silaturahim.
B. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah
1. Pengertian Isbat Nikah
Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. kata
“ تﺎﺒﺛا ” yang merupakan masdar atau asal kata dari “ ﺖﺒﺛا ” yang memiliki arti
“menetapkan”, dan kata “ حﺎﻜﻧ ” yang berasal dari kata “ ﺢﻜﻧ ” yang memiliki arti
“saling menikah”, dengan demikian kata “isbat nikah” memiliki arti yaitu
“penetapan pernikahan”. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau
mitsaqan ghalizan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri
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dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah
dan melakukannya merupakan ibadah Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal
dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan
perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu
perkawinan menurut hukum yang berlaku.28
Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi
pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke
pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama)
yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan
perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi
dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan
mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi
mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-
undang nomor 1 tahun 1974.
2. Ketentuan Isbat Nikah
Di dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan
28 Kamus Arab Indonesia, Arab dan terjemahannya.
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menurut peraturanperaturan lama adalah sah yang dimaksud tentu termasuk itsbat
nikah atau pengesahan nikah. Itsbat nikah/pengesahan nikah diatur dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
No. 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Inpres
No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat
dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 , yaitu “Pernyataan tentang sahnya
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain”. Di dalam Kompilasi Hukum
Islam juga dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat 2, 3, dan 4. Itsbat nikah di Indonesia
baru ada setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.29
Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke
Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:30
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. Hilangnya Akta Nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
29 Tim Permata Press, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Cet. I; Jakarta: Permata
Press, 2008), h. 7
30 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (2), 2008, h. 3
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e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.
Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah
sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami istri yang telah
menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi
penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor
seperti;31
a. kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan
pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini
kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap
peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum).
b. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut
c. karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam
memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang
ada hilang
d. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan
e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya
persetujuan dari istri sebelumnya.
Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam pasal 7 ayat
(2) yang menyebutkan bahwa: ”Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan
dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”
Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus
31
www.nu.or.id- post-read-kepastian-hukum-istbat-nikah, diakses pada tanggal 26
Oktober 2017.
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pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh
prosedur pengesahan di Pengadilan.
3. Tata Cara Pengajuan Isbat Nikah
Prosedur permohonan itsbat nikah sama halnya dengan prosedur yang
ditempuh dalam mengajukan perkara perdata. Adapun prosedur yang harus
ditempuh oleh pemohon itsbat nikah antara lain:32
a. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat.
1. Pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat
2. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat
sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, maka dapat
meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada
pengadilan setempat secara cumacuma.
3. Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1)
surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat
permohonan itsbat nikah.
4. Memfotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap,
kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap.
Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas
Pengadilan, satu fotokopi disimpan Pemohon.
5. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari
KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
b. Membayar Panjar Biaya Perkara
32 Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Admistrasi Peradilan Agama Buku II, 2013.
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1. Membayar panjar biaya perkar. Apabila Pemohon tidak mampu membayar
biaya perkara, Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara
secara cuma-cuma (Prodeo).
2. Apabila Pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang
berkaitan dengan perkara Pemohon di Pengadilan menjadi tanggungan
pengadilan kecuali biaya transportasi Pemohon dari rumah ke pengadilan.
Apabila Pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka
Pemohon dapat mengajukan Sidang Keliling.
3. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara Pemohon jangan lupa meminta
bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya
perkara.
c. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan
1. Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal
dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke
alamat yang tertera dalam surat permohonan.
d. Menghadiri Persidangan
1. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dean waktu yang tertera
dalam surat-surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan tidak
terlambat.
2. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan
Persidangan, fotokopi formulir pendaftaran yang telah diisi. Dalam sidang
pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP
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atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim
kemugkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
3. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada
Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu
sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam
sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang
kepada yang bersangkutan melalui surat.
4. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Pemohon harus
mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim.
Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta Pemohon menghadirkan
saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan Pemohon diantaranya
wali nikah dan saksi nikah, atau orangorang terdekat yang mengetahui
pernikahan Pemohon.
e. Putusan/Penetapan Pengadilan
1. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan
putusan/penetapan itsbat nikah.
2. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka
waktu setelah 14 hari sidang terakhir.
3. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor
Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
4. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, Pemohon bisa
meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan
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menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut
(PEKKA, 2012: 4-5).
Sedangkan tata cara pelaksanaan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah
di Pengadilan Agama sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan
Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia tahun 2008 adalah sebagai berikut:
1. Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya
perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh
PPN yang berwenang.
2. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor
7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
3. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan
yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf
(a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan
perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau
sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk
kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilas Hukum
Islam).
4. Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara
tersendiri melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
5. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa
prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati
dalam menangani permohonan itsbat nikah.
6. Proses pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan pengesahan
nikah/itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:
a. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri
atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain
yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah
hukum Pemohon bertempat tinggal dan permohonan itsbat nikah
harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta
konkrit.
b. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh
kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan.
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Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka
suami dan isteri bersamasama atau suami, isteri masing-masing
dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
c. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh
salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan
mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan
permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan
dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum
banding dan kasasi.
d. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam
angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih
terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka
isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika
Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan
memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut
harus dinyatakan tidak dapat diterima.
e. Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak,wali nikah, dan
pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan
mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai
Termohon.
f. Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau
suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara
kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak
Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut
dapat diupayakan banding dan kasasi.
g. Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui
ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah
diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila
permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan
upaya hukum kasasi.
h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak
dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2)
dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama
atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada
penetapan itsbat nikah.
i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak
dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3),
(4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan
Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat
nikah tersebut selama perkara belum diputus.
j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi
pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka
(3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh
Pengadilan Agama atau MahkamahSyar'iyah, dapat mengajukan
gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh
PengadilanAgama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
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k. Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH,
membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk
mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat
belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa
cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada
papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
l. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3
(tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari
pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari
sidang (Hukum Acara).
m. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai
berikut “Menyatakan sah perkawinan antara ..... dengan..... yang
dilaksanakan pada tanggal ..... di .....”33




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. JenisPenelitian
Jenis Penelitian ini adalah field research kualitatif dengan deskriptif
analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.1 Yang mana diharapkan
mampu untuk memberi gambaran yang menyeluruh tentang Peneyelesaian
Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Setelah
gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini
dilakukan dengan tujuan yang terfokus untukmemecahkan masalah serta
mengikuti langkah-langkah yang logis, terorganisasi dan ketat untuk
mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik
suatu kesimpulan yang lengkap dan akurat.
2. Lokasi Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan
judul skripsi “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone
Kelas I A”. Sehingga berdasarkan skripsi ini, maka lokasi penelitian inid ilakukan
di Pengadilan Agama  Kelas I A Watampone. Guna memperoleh data serta
informasi yang akuratdalam penyusunan skripsi ini.
B. Pendekatan Penelitian
1Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. 7; Jakarta: SinarGrafika, 2016), h. 105.
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Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan
skripsi ini ialah pendekatan teologi normatif (syar’i) dan pendekatan
yuridis. Pendekatan teologi normatif (syar’i) sendiri merupakan
pendekatan yang dilakukan melalui penelusuran syariat Islam seperti al-
Qur’an maupun Hadis yang terkait dengan skripsi ini. Sedangkan
pendekatan yuridis di sini adalah dari segi aspek teknik purposive. Teknik
purposive adalah pemilihan subjek penelitian yang mempertimbangkan
kriteria dan perimbangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan
penelitian.
C. Sumber Data
Adapun sumber data yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada
penelitian ini, yakni:
1. Data Pustaka menggunakan library research yaitu metode yang
dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan
yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan
penelitian yang terkaitdengan kepustakaan adalah:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri
dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,2
diantaranya adalah:
1) Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009, (Perubahan kedua atas
Undang-Undang RI no.7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama).
2Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. 7; Jakarta: SinarGrafika, 2016), h. 105.
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2) KompilasiHukum Islam, tentang Hukum Perkawinan.
3) Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
c. Sumber Data Tersier
Sumber data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan
hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia,
majalah, surat kabar, dan sebagainya.
2. Data lapangan melalui field research, yaitu bahan atau data yang
diperoleh dari lapangan selain daripada buku, kitab, majalah, jurnal dan
lain-lain.
D. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti
mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Watampone Kelas I B,
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang diikuti dengan pencatatan sistematis
terhadap semua gejala yang akan diteliti. Observasi tidak hanya terbatas pada
orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat
dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-
hari orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya
sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka
dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak
49
terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis).Adapun teknik observasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam
artian peneliti hanya mengamati masyarakat yang sedang menghadiri sidang Isbat
Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A tanpa mengikuti rangkaian
persidangannya.
2. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan
diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari
responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang
“Open ended” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan
saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal
terstruktur. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para
pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A Watampone guna
memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembagian
harta warisan.
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam
bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang
berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang
berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan
data dengan  dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi
dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti
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adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan Isbat Nikah, seperti
buku register perkara, akta putusan pengadilan, laporan bulanan, dan lain
sebagainya.
E. Instrumen Pengumpulan Data
Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang
bagaimana pandangan hakim terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nika di
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A di Kabupaten Bone. Adapun instrumen
pengumpulan data yang digunakan adalah PedomanWawancara yaitu Salah satu
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data atau informasi tentang faktor
penyebab Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone, bagaimana
upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Watampone dalam
menyelesaikan perkara tentang Isbat Nikah dan hal-hal lain yang berkenaan
dengan penelitian ini. Informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan
wawancara tertulis dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama
Watampone Kelas I A. Selain daripada itu peneliti juga memerlukan kamera, alat
perekam suara (handphone), serta alat tulis menulis seperti pulpen dan buku
dalam melaksanakan penelitian ini.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurut data kedalam
pola, kategori dan satu uraian besar. Tujuan analisis data ialah untuk
menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca.  Teknik pendekatan
deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran
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yang sebenarnya, penelitian secara apaadanya sejauhapa yang peneliti dapatkan
dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Analisis deskrptif
digunakan untuk menggambarkan populasi yang sedang  diteliti.
Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh
kesimpulan yang valid maka digunakan tekhnik pengolahan dan analisis data
dengan metode kualitatif. Adapun tekhnik dan interpretasi data yang akan
digunakan yaitu:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan
akhir dapat dambil.  Peneliti mengolah teori ataupun informasi untuk
mendapatkan kejelasan pada masalah. Baik data yang
terdapatdilapanganmaupun yang terdapat di kepustakaan.Data yang
dikumpukandipilihsecaraselektifdandisesuaikandenganpermasalahan yang
dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan
meneliti ulang data yang diperoleh.
2. Display data
Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam
satu bentuk sehingga terlihat utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara
induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan




Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan
sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data
berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan
diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan memikirkan kembali dan
meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.
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BAB IV
PENYELESAIAN PERKARA IṠBᾹT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE KELAS I A
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone
Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan
Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 11 November 1957 tentang Pembentukan
Pengadilan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno, Namun
secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.
Pengadilan Agama Watampone di awal berdirinya dipimpin oleh K.H.
Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-
masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan
H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tesebut diangkat
secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah
pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara
resmi berkantor di sebuah rumah pinjaman sebuah gedung milik Kementerian
Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No.5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan
Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang
personil.
Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama
Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H.
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Ichtijanto SA.SH., selaku Direktur Drektorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama
Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso.
Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan
yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil
Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.
Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 10
orang Ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1962-1978), K.H.
Abdullah Hamid Djabbar (1978-1985), Drs. H. Hamdan, SH., (1985-1992), Drs.
M. Ihsan Yusuf, SH., (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, SH.,MH., (1992-
2002), Drs. H. Abu Huraerah, SH.,MH., (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas,
SH.,MH., (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, SH.,MH.,(2012-2014), Drs.
H.M. Yusar, M.H. (2014-2016) dan Drs. Hasbi, M.H. (2016-sekarang), dan
selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini
berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9
Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama
Kelas I A kedua di Wilayah PTA Makassar.1
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Watampone
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di luar Jawa dan Madura
Ps.1, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958
Vide Instelling Besluit Menteri Agama dan juga memenuhi Mission Depatemen
1 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
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Agama termasuk Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi
pada waktu itu.2
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone dengan luas daerah
4.559 km2 serta jumlah penduduk 705.717 yang meliputi seluruh wilayah
Kabupaten Bone yang terdiri dari 27 Kecamatan dan 371 Kelurahan / Desa
dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasanKabupaten Wajo dan Soppeng
- Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Sebelah Barat berbatasan Teluk Bone
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru




1 Tanete Riattang Salekoe 7
2 Tanete Riattang Barat Macanang 8
3 Tanete Riattang Timur Lonrae 8
4 Barebbo Apala 18
5 Palakka Passippo 15
6 Awangpone Componge 18
7 Cina Tanete Harapan 12
8 Sibulue Pattiro Bajo 20
9 Ulaweng Taccipi 15
10 Tellu Siattinge Tokaseng 17
2 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
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11 Dua Boccoe Uloe 21
12 Ajangale Pompanua 14
13 Cenrana Ujung Tanah 16
14 Amali Taretta 15
15 Lappariaja Matango 9
16 Bengo Bengo 9
17 Mare Kadai 19
18 Tonra Bulu-Bulu 11
19 Patimpeng Latobang 10
20 Salomekko Manera 8
21 Kajuara Bojo 18
22 Ponre Lonrong 9
23 Libureng Camming 20
24 Lamuru Lalebbata 12
25 Kahu Palattae 20
26 Tellu Limpoe Tujue 11
27 Bontocani Kahu 11
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Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
4. Fungsi dan Tugas Pokok serta Kewenangan Hukum Pengadilan
Agama Watampone
Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan
perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam dibidang:
Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah
sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.3
Disamping tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Watampone
mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:
3 Sumber Data: Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
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1. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat
pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi Pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat stryktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik
menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi
umum/perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 33 ayat (3)
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 – KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi Pengawasan yakni, mengadakan pengawasan melekat dan pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti,
Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi
umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor :
KMA/080/VIII/2006)
4. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal
52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
5. Fungsi Administrasi yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis,
pesidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan
umum/perlengkapan) (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)
6. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam
pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan
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Istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan
Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas UU Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi kompetensi






c. Penolakan Perkawinan oleh PPN
d. Pembatalan Perkawinan





j. Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu
k. Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami
4 Sumber Data: Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
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l. Pengesahan Anak
m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
n. Perwalian
o. Pencabutan Kekuasaan Wali
p. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan
q. Ganti Rugi Terhadap Wali
r. Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan Anak












b. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
c. Asuransi Syari’ah
d. Reasuransi Syari’ah






j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah
k. Bisnis Syari’ah
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone
VISI:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SENGKANG SEBAGAI
BAGIAN PENGADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
MISI:
Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A adalah sebagai berikut:5
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksankan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan menajemen peradilan yang efektif
dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
5 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
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Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja
sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta
pengawasan yang terkendali.
Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone
menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)
serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan
hukum.
Proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara, ditangani oleh
tenaga-tenga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing,
dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan
Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baikoleh masyarakat pencari
keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.
LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA





Cerai Talak Cerai Gugat
1
Januari 33 109 10
2
Februari 27 75 15
3
Maret 18 89 17
4
April 19 73 9
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5
Mei 20 82 431
6
Juni 15 61 117
7
Juli 18 38 3
8
Agustus 29 99 263
9
September 26 103 8
10
Oktober 35 118 56
11
November 34 137 11
12




Berdasarkan tabel diatas Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
sepanjang tahun 2015 terdapat 945 perkara Iṡbᾱt Nikah yang diterima, perkara
Iṡbᾱt Nikah pada pengadilan Agama Watampone Kelas I A merupakan jumlah
yang tinggi setelah perkara Perceraian yang sebanyak 1344.6
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan Permohonan Perkara Iṡbᾱt Nikah di
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
Perkawinan baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan
menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang
6 Data Hasil penelitian di Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 11 Oktober 2017
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mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-
undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat
hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat mempunyai hak untuk
mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.
Peraturan perundang-undangan di indonesia mengatur betapa pentingnya
pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk
mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan Undang –
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka secara logis tidak ada jalan
keluar bagi yang melaggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya
dikemudian hari. Namun di sisi lain perundangan-undangan memberikan
kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan
mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan
perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan
Agama. Sesuai dengan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam
pasal 7 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat
dibuktikan  dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan
Agama.
Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan
itsbat nikah di pengadilan agama. Pengajuan Iṡbᾱt nikah di Pengadilan Agama
Watampone selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak
begitu banyak. Terjadinya permohonanan Iṡbᾱt Nikah terhadap Pemohon dapat
65
disebabkan oleh berbagai faktor dengan berbagai alasan yang mendasari
terjadinya suatu permohonan.
Adapun faktor yang menjadi alasan pemohon mengajukan Iṡbᾱt Nikah di
Pengadilan Watampone adalah sebagai berikut:
1. Pembuatan Akta Kelahiran
Menurut Drs. Adaming, S.H.,MH, bahwa pengajuan Isbat  Nikah
biasanya bermacam-macam alasannya, banyak alasanya pertama pemohon
mengajukan permohonan karena alasan anaknya mau sekolah tidak ada buku
nikahnya jadi membutuhkan akta lahir, maka diajukanlah Isbat Nikah. Mau pergi
haji tidak ada akta nikahnya, maka diajukan Isbat  Nikah dan lain sebagainya.7
Dalam hal membuat akta kelahiran/pengesahan anak di Pengadilan Agama
Watampone Kelas I A dilakukan oleh suami isteri atau salah satu dari mereka
yang bertujuan untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka. Hal ini
disebabkan karena perkawinan yang dilakukan Pemohon terjadi pada saat sebelum
berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan. Oleh karena itu, mereka mengajukan
permohonan Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
2. Pembuatan Akta Nikah
Menurut Drs. H. Ramly Kamil, MH., bahwa alasan pemohon mengajukan
Isbat Nikah diantaranya: tidak punya buku nikah, yang perkawinnya tidak
tercatatkan, tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, sehingga dia tidak punya
7 Hasil Wawancara dengan Drs. Adaming, S.H.,MH, Hakim Pengadilan Agama
Watampone, pada tanggal 11 Okteber 2017.
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dasar untuk, tidak punya dasar tentang perkawinannya, kemudian dia
mengajukan Iṡbᾱt Nikah atau permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.8
Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila
dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Bagi pasangan
suami-isteri yang perkawinannya tidak tercatatkan maka tidak memiliki dasar
yang sah menurut negara atas perkawinannya tersebut. Untuk mendapatkan
pengakuan dan perlindungan hukum maka dapat mengajukan permohonan Istbat
Nikah ke Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam
(KHI) dalam pasal 7 ayat 2.
3. Pengurusan Untuk Warisan
Menurut Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., MH, selaku hakim di
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, mengatakan ada juga karena alasan
buku nikah, mengurus pembagian warisan.9
Hal ini kebanyakan dilakukan oleh anak-anaknya dari orang tua yang
pernikahannya akan diitsbatkan. Secara keseluruhan permohonan itsbat nikah ini
disebabkan karena perkawinan terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan
belum dicatatkan atau telah dicatatkan namun akta nikah hilang dan setelah dicari
duplikat surat nikah di KUA setempat tidak ditemukan, maka mereka mengajukan
permohonan Iṡbᾱt nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
4. Pengurusan Naik Haji dan Pengurusan Untuk Dana Taspen
8 Hasil Wawancara dengan Drs. H. Ramly Kamil, MH, Hakim Pengadilan Agama
Watampone, pada tanggal 11 Oktober 2017.
9 Hasil Wawancara dengan Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., MH, Hakim Pengadilan
Agama Watampone, pada tanggal 11 Oktober 2017.
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Menurut Dra. Hj. Nurmiati, M.HI, bahwa alasan yang mendasari
pemohon mengajukan Isbat Nikah yakni tidak ada buku nikahnya,
contohnya tidak boleh orang kalau tidak ada isbat nikah berarti dia tidak
ada bukti formilnya dia sebagai suami-isteri, itu sangat dibutuhkan untuk
orang pergi haji, karena kalau mau keluar negeri ndak boleh kalau tidak
ada bukti formil sebagai suami-isteri. Dan ini pengalaman juga, itu isbat
nikah meskipun bukan untuk mengambil buku nikah, bisa saja isbat nikah
karena kadang ada Taspen. Orang mengurus Taspen meskipun bukan
buku nikah, yang penting ada isbat nikahnya sudah bisa diproses
Taspennya. Jadi tidak mutlak bahwa mengajukan isbat nikah ambil buku
nikah, karena banyak orangtua atau keluarga kami tidak muncul buku
nikahnya. Hanya pake saja penetapan dari Pengadilan Agama untuk
mengurus Taspen  untuk diproses. Jadi bukan berarti mau urus Taspen,
baru ambil lagi buku nikah ndak. Sekarang sudah banyak yang diproses
Taspennya hanya penetapan isbat dari Pengadilan Agama, jadi formilnya
sudah ada.10
Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya
pencatatan perkawinan. Hal ini merupakan salah upaya yang dilakukan
pemerintah untuk keteriban administrasi dalam masyarakat. Masyarakat di
kabupaten Bone yang ingin keluar negeri dalam hal ini menunaikan ibadah haji
kemudian tidak memiliki akta nikah maka hal tersebut tidak bisa di proses.
Begitupun juga dalam mengurus Dana Pensiun (Taspen), maka harus mengajukan
10 Hasil Wawancara dengan Dra. Hj. Nurmiati, M.HI, Hakim Pengadilan Agama
Watampone, pada tanggal 11 Oktober 2017.
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penetapan/isbat nikah. Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dalam hal
ini bisa menerima permohonan Iṡbᾱt Nikah sesuai dengan yang diamanatkan
pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7.
Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber tersebut, menunjukkan
bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan Iṡbᾱt nikah di Pengadilan Agama
sudah sesuai dengan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7
Ayat (3): Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya
kata nikah, Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan No.1 Tahun 1974,
Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan
menurut UU No 1 Tahun 1974.
C. Dasar Hukum yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian
Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah
landasan atau dasar hukum, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung
jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun
Allah SWT. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang
diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan
landasan hukum formilnya.
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan
ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka. Dengan
demikian pula dalam bidang hukum acara di pengadilan agama, hakim wajib
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menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan
dari Syari‟ah Islam. Hal ini disamping untuk mengisi kekosongan dalam hukum
acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan
yang diridhoi Allah SWT karena diproses dengan acara yang diridhoi pula.
Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa
keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.
Pertimbangan  adalah dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam
putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan
pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan
oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim.
Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai
pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil yang
objektif.
Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan proses
memastikan peristiwa yang dihadapi, mengkualifiksi dan mengkonstitusinya . Jadi
bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau
peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat,
sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka di dalam putusan
hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga
siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan
yang objektif atau tidak.
Suatu pengajuan permohonan Iṡbᾱt nikah dimaksudkan atau bertujuan
untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan para pemohon dengan
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duduk perkara dan alasan yang berbeda-beda. Alasan-alasan pengajuan itsbat
nikah dapat juga karena kehilangan akta nikah, pengurusan perceraian dan guna
mengesahkan status anak untuk memperoleh warisan dan untuk mengurus akta
kelahiran anak.
Perkara pengesahan (Iṡbᾱt) nikah adalah adanya perkawinan yang
dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami
atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan
tersebut yang diajukan kepada pengadilan agama tempat tinggal Pemohon dengan
menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.
Dalam membuat penetapan Iṡbᾱt nikah, pengadilan Agama hanya dapat
mengeluarkan penetapan itsbat nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja seperti
pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.
Kelima hal itulah yang dapat dijadikan dasar bagi pengadilan Agama dalam
pembuatan itsbat nikah. Lima hal tersebut tidak diberlakukan secara kumulatif
melainkan secara alternative sehingga itsbat nikah dapat diterima jika hanya
didasarkan pada satu hal saja.
Dalam membuat penetapan itsbat nikah, pengadilan Agama hanya dapat
mengeluarkan penetapan itsbat nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja seperti
pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.
Kelima poin itulah yang dapat dijadikan dasar bagi pengadilan Agama dalam
pembuatan Iṡbᾱt nikah. Hal tersebut tidak diberlakukan secara kumulatif
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melainkan secara alternative sehingga itsbat nikah dapat diterima jika hanya
didasarkan pada satu hal saja.
Menurut Drs. H. Ramly Kamil, MH, yang diperiksa itu kan ada 2 (dua)
macam alat bukti, bukti pertama yaitu bukti tertulis, yang dimaksud dengan bukti
tertulis disini yakni kalau misalnya ada Kartu Keluarga, ada juga keterangan
dari Desa atau Kecamatan yang menerangkan memang tidak ada akta nikahnya
hanya ada Kartu Keluarga dan KTP kalau ada. Kemudian bukti yang Kedua yaitu
bukti saksi, saksi itu minimal 2 (dua) orang yang mengetahui tentang
perkawinannya pada saat itu terjadi. Yang ditanya itu saksinya, itu kapan ia
menikah, kemudian siapa yang menjadi wali dari pemohon II, rata-rata itu isteri
yang menjadi pemohon II siapa yang menjadi walinya, siapa yang menjadi saksi,
kemudia berapa maskawinnya (mahar) sompanya kalau disini, kemudian siapa
yang mengijabkabulkannya. Kemudian yang diperiksa itu antara pemohon I
(suami) dengan pemohon II (isteri) ada hubungan darah ndak, atau kakak-
beradek, atau seayah-seibu itu tidak boleh, kemudian sesusuan ndak. Selanjutnya
kemudian kalau terbukti perkawinannya sah menurut rukun/syarat, kemudian
tidak ada halangan perkawinan maka bisa tetapkan sah tersebut
perkawinannya.11
Untuk mengenai lebih jelas pertimbangan hakim dalam memberikan
penetapan Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, maka penulis
akan mengambil contoh perkara dari hasil penelitian di Pengadilan Agama
Watampone yang telah dikeluarkan penetapan. Untuk hal tersebut dapat dilihat
11 Hasil Wawancara dengan Drs. Ramly Kamil, M.H., Hakim Pengadilan Watampone
Kelas I A pada tanggal 11 Oktober 2017
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dalam perkara Iṡbᾱt Nikah dalam mengurus akta kelahiran anak dengan Penetepan
Nomor: 0939/Pdt.P/2015/PA.Wtp.
Berikut duduk perkara dan analisis kasus pada perkara Iṡbᾱt nikah untuk
mengurus akta kelahiran anak di Pengadilan Agama Watampone:
Penetepan Nomor: 0939/Pdt.P/2015/PA.Wtp. ( Dalam Perkara Istbat
Nikah antara Sulaeman bin Namma (Pemohon I) dan Jumaena binti
Matta (Pemohon II) )
TENTANG DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT:
1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14
Novembe 1995 di Desa Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone,
dinikahkan oleh Imam Desa Bulu Allaporenge yang bernama A. Muh. Ilyas
dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Baba dan
Sakka, dengan mahar berupa satu petak sawah.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I bersttus jejaka dan Pemohon II
berstatus peawan.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat
menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohoon II tinggal bersama di
dusun Tana Tappae Desa Bulu Allaporenge, kecamatan Bengo, Kabupaten
Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
a. Jusman bin Sulaeman
b. Radit bin Sulaeman, lahir tanggal 30 April 2008
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak pernah terdaftar pada
Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat
nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan
untuk mengurus  akta kelahiran terhadap anak kedua para pemohon.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahn Pemohon I (Sulaeman bin Namma) dengan
Pemohon II (Jumaena binti Matta) yang dilaksanakan pada tanggal 14
November 1995 di Desa Allaporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohn I dan Pemohon II
telah hadir, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan
permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan
PemohonanII, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.
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Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah
mengajukan bukti surat berupa :
Fotokopi kartu keluarga a.n. Sulaeman bin Namma, Nomor 730860507120001
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bone tanggal 06 Agustus 2012, telah dinazegel, telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P).
Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut :
1. Sakka bin Mannu, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat
tinggal di Bulu Allaporenge, Desa Bulu Allaporeng, Kecamat Bengo,
Kabupaten Bone
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah
paman Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang
menikah pada tanggal 14 November 1995 di Desa Allaporenge,
Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Bulu
Allaporenge yang bernama A. Ilyas, sedangkan wali nikahnya adalah ayah
kandung Pemohon II yang bernama Matta, sedangkan saksinya adalah
Baba dan Sakka dengan mahar satu petak sawah.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak
pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara
Pemohon I dan Pemohon II, baik halangan menurut syar’I, maupun
halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut
ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina
rumah tangga di Dusun Tana Tappae Desa Bulu Allaporenge, Kecamatan
Bengo, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak
bernama :
a. Jusman bin Sulaeman
b. Radit bin Sulaeman, lahir tanggal 30 April 2008
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak
pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak
pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain
Pemohon II;
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- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk
menetapkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak
kedua para pemohon.
2. Baba bin Suli, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat
tinggal di Allapporeng, Desa Bulu Allapporreng, Kecamatan Bengo,
Kabupaten Bone
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah
sepupu satu kali Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang
menikah pada tanggal 14 November 1995 di Desa Allaporenge,
Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Bulu
Allaporenge yang bernama A. Ilyas, sedangkan wali nikahnya adalah ayah
kandung Pemohon II yang bernama Matta, sedangkan saksinya adalah
Baba dan Sakka dengan mahar satu petak sawah.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak
pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara
Pemohon I dan Pemohon II, baik halangan menurut syar’I, maupun
halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut
ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina
rumah tangga di Dusun Tana Tappae Desa Bulu Allaporenge, Kecamatan
Bengo, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak
bernama :
c. Jusman bin Sulaeman
d. Radit bin Sulaeman, lahir tanggal 30 April 2008
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak
pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak
pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain
Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk
menetapkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak
kedua para pemohon.
Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di
persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan
sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  Pemohon I dan
Pemohon II pada pokoknya sebagaiman tersebut di atas.
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.
Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah ini telah
diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14
hari, guna memberikan kesempatan pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila
ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan ini, namun selama
tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak
ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone,
maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana yang
termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,
Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;
Menimbang bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7
ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat
bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan
dipertimbangkan.
Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajuka
permohonan istbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon I tidak memiliki
Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotoopi
kartu keluarga yang telah di-nazegelen, oleh majelis diberi tanda (P) dan
selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon
I dan Pemohon II, merupakan salinan yang sah dari suatu akta otentik, khusus
dibuat sebgai alat bukti, telah di-nazegelen, dengan demikian alat bukti (P)
tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II
telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kecamatan
Bengo, Kabupaten Bone, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah
memenuhi syarat materil;
Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada hakim
bahwa secara de facto pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima
dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Bone.
Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung
dibawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum
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untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat baha kedua orang saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.
Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan
Pemohon II, hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II
dengan wali bernama: Matta ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh lebih
dari dua orang diantaranya adalah Baba dan Sakka.
Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan
Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas,
hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II
yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 1995 di Desa Allaporenge,
Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Bulu
Allaporenge bernama A. Muh. Ilyas, di depan Wali bernama Matta ayah
kandung Pemhon II dengan Mahar satu petak sawah dan disaksikan oleh 2
orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan
telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan
muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun
menurut perundang-undangan yang brlaku dan tidak pernah ada yang
menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami-isteri.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta
Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo.
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh
Pemohon I dan Pemohon II telah menerima dan diakui secara de facto oleh
masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P)
untuk Pemohon I dan Pemohon II;
Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan
pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan
Fakta pernikahn diatas, haruslah dilihat dan dperhatikan apakah pernikahn
Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahn;
Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Pernikahn, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila
dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
Menimbangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka
syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II
adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun





4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan kabul;
Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah,
berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan
Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung
Pemohon II yang bernama Matta;
Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan
Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: Baba dan
Sakka;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah
dinyatakan terbukti bahwa selam pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan
Pemohon II belum pernah bercerai;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah
dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahn sampai sekarang, Pemohon I dan
Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, hakim
menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahn antara Pemohon I
dengan Pemohon II telah dilaksnakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan
sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah
memenuhi rukun nikah yaitu :
1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (Sulaeman bin Namma)
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (Jumaena binti Matta)
3. Adanya wali nikah yaitu nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama
Matta;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Baba dan Sakka;
5. Ijab dan qabul yang dilaksnakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Desa
Bulu Allaporenge yang bernama A. Muh. Ilyas dengan Pemohon I (Sulaeman
bin Namma), dengan mas kawin berupa satu petak sawah;
Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa
antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik
karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahn, karena itu hakim berpendapat
bahwa pernikahn antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakn sesuai
dengan ketentuan agama Islam, maka berdasrkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.
Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon
II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone,
maka berdasrkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan
Pemohon II berhak mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan
bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena
dapat diterima dan dikabulkan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim
memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bengo, Kabupaten Bone.
Menimbang, bahwa berdasrkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar’I yang berkaitan dengan perkara
ini.
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sulaeman bin Namma) dengan
Pemohon II (Jumaena binti Matta) yang dilaksnakan pada tanggal 14
November 1995 di Desa Allaporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).
Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada
Hari Rabu tanggal 16 September 2015 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 1
Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Yusar, M.H., sebagai hakim dengan
dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga
penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan
dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.
Hakim




Berdasarkan duduk perkara (posita) diatas jelas dan memenuhi legal
standing sebagai pemohon Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone. Hal
tersebut dapat dilihat dari telah dilakukannya pernikahan, dinikahkan oleh Imam
Desa dengan dihadiri wali nikah dengan disaksikan 2 orang saksi dan adanya
pemberian mahar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan
perkawinan yang berlaku yaitu :
- Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan.
- Pasal 19 KHI tentang wali nikah.
- Pasal 30 KHI tentang mahar.
- Pasal 39 tentang larangan nikah karena pertalian darah yang tidak terdapat
pada pernikahan para pemohon.
- Pasal 40 s/d pasal 44 KHI tenatng larangan nikah yang tidak terdapat pada
pernikahan para pemohon.
- Telah memenuhi pasal 14 KHI dan tidak melanggar pasal 39 KHI dan
pasal 40 s/d pasal 44 KHI dalam pernikahan para pemohon.
Berdasarkan Iṡbᾱt Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dapat
diketahui bahwa telah terjadi penikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II
dimana dimana pernikahan tersebut dinikahkan oleh Imam Desa Bulu
Allaporenge, di Desa Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Namun
tidak pernah memerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, karena pernikahan tersebut
tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo.
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Selain itu, para pemohon mengajukan permohon itsbat nikah karena para
pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah untuk mengurus akta kelahiran
anak-anak mereka. Dimana pada dilangsungkan pernikahannya belum tercatat di
Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahannya mereka belum sah menurut
Undang-Undang Perkawinan.
Selain itu juga para pemohon di persidangan juga telah menghadirkan
saksi-saksi yang menyatakan kebenaran akan pernyataan para pemohon. Para
pemohon mengajukan bukti tulisan berupa fotocopy surat keterangan: Foto copy
Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dan II dari Kepala Dispendukcapil
Kabupaten Bone dan fotokopi Kartu Keluarga.
D. Cara Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Watampone
Kelas I A
Terkait dengan penyelesaian/Proses perkara di pengadilan agama tidak
jauh berbeda dengan proses berperkara pada pengadilan umum, hal ini bisa dilihat
pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009
yang menyatakan:12 “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan
peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam
Undang-undang ini”.
12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 54
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Berdasarkan pasal diatas bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan
Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum
kecuali yang telah diatur secara khusus (Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989).
Dalam Penyelesaian perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama
Watampone Kelas I A, ada beberapa tahap yaitu melakukan pendaftaran
(pengajuan permohonan) terlebih dahulu dengan membawa permohonannya.
Kemudian membayar panjar biaya perkara untuk pelaksanaan sidang. Setelah itu
dilaksanakan persidangan yang diawali dengan pembacaan permohonan isbat
nikah, keterangan pemohon, dan dilanjutkan dengan pembuktian.
Terkait prosedur pengajuan perkara Iṡbᾱt nikah di Pengadilan Agama
Watampone Kelas I A, langkah-langkah tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda
dengan prosedur pengajuan perkara perkawinan lainnya namun yang
membedakan dengan perkara yang lainnya adalah subjek atau para pihak yang
mengajukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta alasan dan tujuan dalam
mengajukan perkara Iṡbᾱt nikah ke Pengadilan Agama. Dalam proses pengajuan
itsbat nikah hendaknya pemohon juga dapat memberikan keterangan mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan perkawinannya, seperti dapat mengetahui apa
status keduanya pada waktu menikah, mengetahui siapa yang menjadi wali, dan
siapa saja saksi-saksi dalam perkawinan pemohon tersebut.
Dalam mengajukan Iṡbᾱt nikah di Pengadilan Agama dapat dilakukan
dengan 2 cara, yaitu:
1. Dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah atau Voluntair.
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Produk hukum pengadilan agama terhadap permohonan pengesahan nikah
berbentuk penetapan. Oleh karena itu pengesahan nikah yang diajukan secara
voluntair, adalah apabila pasangan suami isteri yang pernah melakukan nikah
sirri bersama-sama menghendaki pernikahan sirinya itu disahkan. Mereka
bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Kalau hanya salah satunya saja
yang menghendaki, misalnya suami mau mengesahkan nikah sirinya
sementara istrinya tidak mau, atau sebaliknya maka tidak bisa ditempuh secara
voluntair (bentuk permohonan) tetapi harus berbentuk gugatan (Kontentius).
Pihak yang menghendaki nikah sirrinya disahkan bertindak sebagai Pemohon
dan pihak yang tidak menghendaki dijadikan sebagai Termohon.
2. Dengan cara mengajukan gugatan pengesahan nikah atau Kontentius.
Produk hukum pengadilan agama terhadap gugatan pengesahan nikah
yaitu berbentuk Putusan. Bila ada kepentingan hukum dengan pihak lain,
maka pengesahan nikah tidak bisa diajukan secara voluntair (permohonan)
tetapi harus diajukan dalam bentuk gugatan pengesahan nikah. Hal ini terjadi
terhadap nikah sirri dalam/oleh:
a. Pernikahan serial (poligami),
b. Anak, wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan hukum dengan
pernikahan siri itu dan salah satu dari suami isteri pelaku nikah siri sudah
meninggal dunia.
Untuk itu dalam mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersbut di
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A ada beberapa prosedur penerimaan
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perkara sesuai dengan teknis administrasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah
yaitu sebagai berikut:13
1. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah
menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Meja
I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.
2. Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi
dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).
3. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas
Meja I adalah:
a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang berwenang.
b. Surat kuasa khusus (dalam hal ini penggugat atau pemohon menguasakan
kepada pihak lain).
c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
d. Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan
keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi
PNS dan anggota TNI/POLRI (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI
No. MA/KUMDIL/8810/1987).
e. Salinan putusan (untuk pemohonan eksekusi).
f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan
atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia oleh penerjamah yang disumpah.
13 Mahkamah Agung RI Drektorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi), 2013.
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4. Surat permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak,
ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.
5. Selanjutnya petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
dengan menggunakan daftar periksa (check list).
6. Menaksir panjar biaya perkara sesuai radius berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tentang Panjar Biaya Perkara.
7. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:
a. Jumlah pihak yang berpekara.
b. Jarak tempat tinggal dan konidsi daerah para pihak (radius).
8. Setelah menaksir biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat):
a. Lembar pertama warna hijau untuk bank.
b. Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon.
c. Lembar ketiga warna merah untuk kasir.
d. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
9. Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk
diteruskan kepada kasir.
10. Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum
dalam SKUM ke bank.
11. Pemegang kas menerima bukti sektor ke bank dari penggugat/pemohon dan
membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
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12. Pemegang kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda
lunas pada SKUM.
13. Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugat/permohonan yang telah
diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar
didaftarkan di meja II.
14. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk
Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada
SKUM.
15. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang
telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.
16. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map
berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, penunjukan
pengganti, penunjukan jurusita pengganti, PHS dan instrumen.
17. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera
untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.
18. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas pekara di atas harus
sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.
Sedangkan dalam hukum acara peradilan agama baik dari R.Bg dan
peraturan perundang-undangan, prosedur umum pengajuan perkara di Pengadilan
Agama Watampone Kelas I A yaitu meliputi:
1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon
atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama
Watampone Kelas I A;
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2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan
permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama
Watampone, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Watampone atau Hakim
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Watampone mencatat
permohonan tersebut;
3. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Watampone, kemudian
diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Pemohon atau
kuasanya membayar panjar biaya perkara ke BRI Cabang Watampone dengan
melampirkan slip penyetoran Bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
4. Permohonan tersebut memuat:
a. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan;
b. Tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
c. Posita/fakta kejadian dan fakta hukum
d. karena adanya alsan yang jelas
e. Petitum/hal-hal yang dituntut berdasarkan posita;
5. Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan
panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Watampone Kelas I A
6. Putusan Pengadilan.
Selanjutnya umtuk penyelesaian iṡbᾱt nikah melalui sidang
keliling/terpadu Pengadilan Agama Watampone biasanya dilakukan di
Kantor/Balai kecamatan. Dasar hukum dalam sidang keliling adalah Surat Edaran
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Mahkamah Agung diatur dalam bagian II yang terdiri dari 5 pasal :
penyelenggaraan sidang keliling, lokasi, petugas pelaksanaan sidang keliling,
biaya penyelenggaraan sidang keliling, mekanisme pengawasan dan
pertanggungjawaban, serta ketentuan lain.14
Pengadilan Agama Watampone bekerjasama dengan Kementerian Agama
serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone menyelenggarakan
Sidang Layanan Terpadu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra. Program
Layanan Terpadu ini bertujuan untuk memberi kemudahan akses bagi masyarakat
dalam memproleh hak identitas hukum, berupa penerbitan Buku Nikah dari PA
Watampone, dan Akte Lahir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bone.
Tim Layanan Terpadu dari Pengadilan Agama Watampone terdiri atas:
a. 4 (empat) orang hakim tunggal didampingi masing-masing panitera
pengganti;
b. 1 (satu) orang bagian dokumentasi;
c. 1 (satu) orang bagian administrasi;
d. 4 (empat) orang administrator;
e. 2 (dua) orang pengemudi.
Berdasarkan uraian diatas mengenai cara penyelesaian perkara Iṡbᾱt Nikah
mulai dari prosedur pengajuan, pemeriksaan perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan
Agama Watampone Kelas I A serta dengan menganalisis perkata iṡbᾱt nikah
tersebut bahwa secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan
14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010
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Teknis Administrasi Pedoman Pelaksanaan Tugas sebagaimana dalam Buku II
dan Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg.
serta Peraturan perundang-undangan: UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50
Tahun 2009 tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara keseluruhan
prosedur pengajuan perkara iṡbᾱt nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama
Watampone dapat disimpulkan bahwa tahap penyelesaiannya yaitu mendaftar ke
Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, membayar panjar biaya
perkara, menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, menghadiri persidangan
dan putusan pengadilan.
E. Analisis Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama
Watampone Kelas I A
Pengesahan perkawinan atau biasa disebut Iṡbᾱt nikah merupakan cara
yang dapat ditempuh oleh orang yang sudah menikah akan tetapi pernikahannya
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga berakibat pernikahan tersebut
tidak diakui oleh negara. Iṡbᾱt nikah ini biasanya diajukan oleh orang yang
menikah sebelum adanya undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 dikarenakan sebelum adanya undangundang tersebut,
pernikahan memang tidak dicatat di kantor urusan agama seperti saat ini.
Perkara pengesahan (Iṡbᾱt) nikah adalah adanya perkawinan yang
dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami
atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan
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tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan
menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.
Apapun sebab musababnya, dengan tidak dicatatnya pernikahan tersebut,
maka nantinya akan dapat menyulitkan pihak yang bersengkutan atau keturunan
para pihak tersebut saat mengajukan beberapa keperluan administrasi seperti saat
ingin membuat akta kelahiran anak, pendaftaran ibadah haji, pencairan dana
pensiunan PT Taspen, penetapan ahli waris dan keperluan-keperluan administrasi
lainnya.
Perkara iṡbᾱt nikah yang masuk di Pengadilan Agama Watampone
sebagian besar yaitu berupa permohonan pengesahan nikah/Voluntair. Adapun
contoh pengajuan proses penyelesaian permohonan perkara iṡbᾱt nikah di
Pengadilan Agama Watampone dengan nomor perkara:
0939/Pdt.P/2015/PA.Wtp., yang telah mendapatkan penetapan oleh hakim
Pengadilan Agama Watampone.
Permohonan perkara iṡbᾱt nikah dengan nomor perkara:
0939/Pdt.P/2015/PA.Wtp.,ini diajukan oleh pasangan suami istri yang sudah
dikaruniai dua orang anak dan mereka semua tinggal bersama di Dusun Tanah
Tappae Desa Bulu Allaporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Para
pemohon mengajukan perkara ini karena pernikahannya tidak terdaftar pada
Kantor Urusan Agama setempat dan sangat membutuhkan penetapan nikah untuk
bendapat buku nikah serta mengurus akta kelahiran anak-anak mereka.
Para Pemohon mengajukan perkara iṡbᾱt nikah di Pengadilan Agama
Watampone Kelas I A dan telah tercatat di register kepaniteraan Pengadilan
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Agama Watampone dengan nomor perkara: 0939/Pdt.P/2015/PA.Wtp., dengan
membawa bukti-bukti berupa foto copy KTP para pemohon yang masih berlaku
dan Surat Keterangan Kepala KUA setempat yang menerangkan bahwa nikahnya
para pemohon tidak tercatat di Register Nikah KUA setempat serta membawa
surat permohonan itsbat nikah yang isinya memuat:
1. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan para pemohon;
2. Tempat kediaman para pemohon ;
3. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
4. Alasan atau kepentingan yang jelas;
5. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
Setelah para pemohon mengajukan berkas persyaratan itsbat nikah di
Pengadilan Agama Watampone tepatnya di meja pertama, maka para pemohon
dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membayar panjar biaya perkara
sebesar Rp. 141.000,- pada kasir.
Kemudian setelah Pemohon membayar panjar, selanjutnya para Pemohon
ke meja II dan petugas meja II memberi nomor register pada surat permohonan
para pemohon yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh
pemegang kas.
Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonannya dalam suratnya
tertanggal 25 Agustus 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Watampone Nomor perkara: 0939/Pdt.P/2015/PA.Wtp. dan membayar panjar
biaya perkara, para Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu panggilan
sidang dari Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
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Kemudian setelah para pemohon sudah menerima surat panggilan (3 hari
sebelum sidang) jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone untuk
menghadiri sidang pemeriksaan di pengadilan yang berisi tentang hari, tanggal,
jam dan tempat sidang secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat
permohonan.
Selanjutnya pada hari yang ditentukan para pemohon menghadiri sidang di
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Pada saat persidangan iṡbᾱt nikah pada
perkara ini dilakukan beberapa pemeriksaan. Adapun proses penyelesaian perkara
nomor : 0939/Pdt.P/2015/PA.Wtp.,adalah sebagai berikut:
1. Persidangan di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis,
para pihak perkara di panggil masuk ke ruang persidangan. Persidangan
dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pemohon, selanjutnya di
bacakan surat permohonan pemohon tertanggal 25 Agustus 2015 yang
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor perkara:
0939/Pdt.P/2015/PA.Wtp. yang isinya tetap di pertahankan oleh para
pemohon.
2. Kemudian atas pertanyaan majelis hakim pemohon menyatakan pada hari itu
telah siap dengan saksi-saksi tetapi sebelumnya pemohon mengajukan bukti-
bukti surat berupa :
a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a.n Pemohon yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal
06 Agustus 2012
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3. Selanjutnya ketua majelis memanggil masuk dan menghadapkan para saksi,
yang atas pertanyaan majelis, para saksi menyatakan bersedia menerangkan
yang sebenarnya tidak lain yang sebenarnya di bawah sumpah. Setelah para
saksi mengucapkan sumpah dan janji menurut tata cara agama Islam,
pemeriksaan dimulai dengan mendengarkan keterangan saksi. Saksi-saksi
tersebut adalah:
a. Saksi pertama adalah paman Pemohon II
b. Saksi kedua adalah sepupu satu kali Pemohon II
Pada perkara itsbat nikah saksi dalam hal ini adalah orang yang melihat
dan mengetahui secara langsung pernikahan. Saksi dalam pernikahan Islam
harus memenuhi syarat sebagai saksi yaitu beragama Islam, Baliqh, berakal,
merdeka. Di dalam pernikahan tidak dipersyaratkan seorang saksi harus
saudara terdekat/tidak, jadi siapa saja yang hadir baik itu keluarga dekat atau
tidak bisa dijadikan sebagai saksi.
Menurut kesaksian saksi-saksi, semua saksi menerangkan yang intinya
membenarkan bahwa para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 14 November 1995 dengan mahar sepetak sawah. Para pemohon
berstatus perjaka dan perawan pada saat melangsungkan pernikahan, saksi
mengenal para pemohon I dan II dan hadir pada pernikahan para pemohon,
para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada
halangan pihak ketiga yang menghalangi atau keberatan. Para saksi juga
membenarkan bahwa para Pemohon masih tetap beragama Islam dan belum
pernah bercerai, para pemohon sudah dikarunia dua orang anak yang sekarang
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masih hidup, dan menyatakan bahwa para pemohon minta pengesahan nikah
untuk mengurus akta kelahiran anak.
4. Setelah mendengar keterangan saksi yang membenarkan para Pemohon.
Selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan,
kemudian ketua majelis menyatakan sidang di skors untuk musyawarah
majelis dan pemohon diperintahkan untuk keluar ruang persidangan.
5. Setelah majelis hakim memeriksa perkara dari awal hingga bermusyawarah
lalu persidangan dibuka kembali ketua majelis hakim dan dinyatakan terbuka
untuk umum, kemudian pemohon dipanggil masuk keruangan persidangan.
Berdasarkan musyawarah dan hasil pertimbangan kemudian majelis hakim
membacakan putusan yang amarnya isinya; Mengabulkan permohonan
pemohon dan Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 141.000,-
Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama itu,
kemudian digunakan atau akan dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan
mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya
Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.
Dengan adanya pencatatan perkawinan ini kemungkinan akan mengurangi
dampak masalah yang akan ditimbulkan. Mengapa hal tersebut perlu di utamakan
dalam hal perkawinan karena dalam prosesnya ada suatu ikatan perjanjian.
Sebagaimana dalam Firman Allah SWT: (QS. Surah Al- Baqarah/2:282)15
15 Departemen Agama Republik Indonesia, Az-zukhruf Al-quran Transliterasi, (Supomo:
PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 48.
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                 
                 
            
              
           
                 
               
             
                  
                   
                 
            
  
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika
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yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau
Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh)
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai
batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan
lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa
bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika
kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan
Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Ayat di atas diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan
ekonomi perdagangan pada khususnya yang dilakukan dalam bentuk hutang-
piutang, namun tidak ada hambatan apapun untuk menerapkan aktifitas
administrasi (catat-mencatat) ini dalam berbagai transaksi-transaksi yang lainnya.
Termasuk di dalamnya akad nikah yang merupakan salah satu dari sekian banyak
jenis hukum perikatan. Ayat ini juga dapat ditarik sebagai dasar pencatatan
dengan istinbath berupa qias yang mana ayat ini menekankan perlunya menulis
utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.
bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.
Dengan ayat ini dapat ditarik istinbath dengan qias (analog) bahwa jika
perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan diatas
hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara
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laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al qur’an sebagai mitsaqan ghalidzan
dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.16
Selain itu pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban
perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui
perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (mistaqan
ghalizhan) perkawinan dan lebih khusus bagi perempuan dalam rumah tangga.
Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Jika terjadi
percekcokan maka dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak-
hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti
autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.
Berdasarkan uraian diatas mengenai cara penyelesaian perkara Iṡbᾱt Nikah
mulai dari prosedur pengajuan, pemeriksaan perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan
Agama Watampone Kelas I A serta dengan menganalisis perkata iṡbᾱt nikah
tersebut bahwa secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan
Teknis Administrasi Pedoman Pelaksanaan Tugas sebagaimana dalam Buku II
dan Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg.
serta Peraturan perundang-undangan: UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50
Tahun 2009 tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara keseluruhan
prosedur pengajuan perkara iṡbᾱt nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama
Watampone dapat disimpulkan bahwa tahap penyelesaiannya yaitu mendaftar ke
Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, membayar panjar biaya
perkara, menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, menghadiri persidangan
16 Ne-artikel2016-hukum-islam.blogspot.com/…/pencatatan-perkawinan-menurut-
hukum-islam, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.
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dan putusan pengadilan. Dan kemudian tujuan pencatatan perkawinan untuk





Setelah peneliti melakukan penelusuran serta penjabaran dalam skripsi ini,
maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-Faktor yang menjadi Alasan Pemohon Mengajukan Iṡbᾱt Nikah di
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sebagai berikut: Pembuatan
Akta Nikah, Pembuatan Akta Kelahiran, Pengurusan Naik Haji,
Pengurusan untuk Warisan, Pengurusan Untuk Dana Pensiun (Taspen).
2. Dasar Hukum yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian
Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sebagai
berikut: Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan, Pasal 19 KHI
tentang wali nikah. Pasal 30 KHI tentang mahar, Pasal 39 tentang larangan
nikah karena pertalian darah yang tidak terdapat pada pernikahan para
pemohon, Pasal 40 s/d pasal 44 KHI tenatng larangan nikah yang tidak
terdapat pada pernikahan para pemohon, Telah memenuhi pasal 14 KHI
dan tidak melanggar pasal 39 KHI dan pasal 40 s/d pasal 44 KHI dalam
pernikahan para pemohon.
3. Cara Penyelesaian Perkara Iṡbᾱt Nikah di Pengadilan Agama Watampone
Kelas I A adalah Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara itsbat nikah
di Pengadilan Agama Watampone dapat disimpulkan bahwa tahap
penyelesaiannya yaitu: Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Watampone
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Kelas I A, Membayar panjar biaya perkara, Menunggu panggilan sidang dari
Pengadilan, Menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.
B. Implikasi Penelitian
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk lebih
meningkatkan integritas hakim dalam pengambilan putusan/penetapan
mengenai perkara Iṡbᾱt Nikah secara adil.
2. Untuk Memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang belum tercatatkan
pernikahannya agar segera mengajukan permohonann Iṡbᾱt Nikah pada
Pengadilan Agama. Sehingga dapat memperjelas status anak yang
dilahirkan, mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah
dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu
mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
3. Untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada, mahasiswa/(i)
dalam bidang hukum Islam serta perangkat peradilan baik itu hakim,
panitera, maupun pengacara pada lingkup peradilan agama dalam
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